BAB III
METODE IUTIHAD LEMBAGA BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
MENGENAI HUKUM ABORSI
A. Sekilas Sejarah Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama’

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926
oleh K.H. Hasyim Asy’ari di Surabaya. Latarbelakang berdirinya NU
berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik
dunia Islam kala itu. Dalam Anggaran Dasarnya yang pertama (1927),
dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bertujuan untuk memperkuat
kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madzhab empat.

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai
masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-
masa’il ad-diniyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan
dengan al-masa’il al-fighiyah (masalah-masalah figh). Dari perspektif ini
al-masa’il al-fighiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiah
(kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat.

Nahdlatul Ulama dalam stuktur organisasinya memiliki suatu
Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul
Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM
berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai

masalah keagamaan.
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Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan

! Oleh karena itu

masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum
lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai
forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu
masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai
bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham
ahlusunnah wal jamaah sebagai dasarnya®.

K.H. Syansuri Badawi, salah seorang kiai NU, mengatakan bahwa
ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah
bentuk giyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada
gaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu.Qiyas
dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Hal
ini sesuai dengan pendapat Imam as-Syafi’i bahwa ijtihad itu giyas".

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu
peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan

terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji

melalui kitab kuning.

! Kata Pengantar Rais’Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU sebuah catatan
pendek oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU
Tahun 1926-1999 M)

? Hal ini sampai sekarangpun masih tetap dijadikan faham yang dianut oleh NU, sebagaimana
disebutkan dalam bab II, pasal 3 angaran dasar NU hasil Muktamar XXXI, di Boyolali2
November- 2 Desember 2004 yang selengkapnya berbunyi: Nahdlatul Ulama Sebagai Jam’iyah
Diniyah Islamiyah Beraqidah/Berasas Islam Menganut Faham Ahlusunnah Wal Jamaah Dan
Menurut Salah Satu Madzhab Empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan Hambali. Lihat Zahro, Tradisi
Intelektual NU, 15

3 Wawancara dengan KH. Ali Magfur Ketua LBM PWNU di rungkut Menanggal Surabaya(
tanggal 15 Mei 2015)
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Walaupun LBM merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya
bagi NU, Namun masih ada kelemahan yang perlu diperhatikan :

1) Kelemahan yang bersifat teknis (kaifiyatul bathsi), yakni belum ada
ketegasan yang bersifat jama’l mengenai pola bermahzhab antara
manhaj* dan qauli’.

2) Kelemahan organisatoris, yakni belum terkondisikanya dan belum
bakunya hirarhi (martabat) keputusan Bahtsul Masail yang
diselenggarakan diberbagai tingkatan, mulai dari tingkat muktamar
sampai tingkat ranting serta dipesantren-pesantren.

3) Kelemahan komitmen dan kesadaran untuk mensosialisasikan dan

melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail®.

B. Metode Istimbat Hukum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama
1. Sumber Hukum
Pengertian istimbath hukum (menggali dan menetapkan hukum)
dikalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber
aslinya yaitu al-Qur’an dan hadis. Akan tetapi penggalin hukum
dilakukan dengan menzatbiigkan (menyelaraskan) secara dinamis nas-
nas fuqaha (teks-teks yang tersurat dalam kitab) dalam konteks

permasalahan yang dicari hukumnya. Istimbath langsung dari sumber

* Manhaj adalah mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh
imam madzhab

> Qawli adalah cara beristimbath yang didasari dengan melihat kitab-kitab figh dan empat
madzhab

% SK Nahdlatul Ulama pada tahun 2009 di Surabaya
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aslinya, yaitu Al-Qur’an dan Hadis yang cenderung pada pengertian
ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan
karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan
pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.”

2. Metode Ijtihad Hukum Majelis Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul
Ulama’

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama adalah®: a). Metode Qouly adalah suatu cara
istimbath hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam
Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi,
kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab figh dari madzhab
empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks.
Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi
dalam lingkup madhab tertentu.” b) Metode Ilhagi (analogi) adalah
menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh
kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa
yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau
menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”'’. ¢) Metode
Manhajiy (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah

keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan

" MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LkiS, 1994), 45-46

¥SambutanPengurus  Wilayah NahdlatulUlama’ (PWNU) JawaTimur, NU Menjawab
Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU JawaTimur (1991-2013)

® Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU- Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKis,
2004), 118

' A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan , jilid 2 (jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89
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mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah

disusun oleh imam madzhab."'

3. Kerangka metodelogi Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama

Kerangka metodologi pemikiran islam adalah dengan menggunakan:

1) Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan
hanya satu qaul (pendapat), maka qaul itu yang diambil.

2) Dalam kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka
dilakukan taqrir jama’i dalam memilih salah satunya.

3) Bila jawaban tidak diketemukan dalam ibarat kitab sama sekali,
dipakai ilhaq al masail bin nadhariha secara jamai oleh para
ahlinya.

4) Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan
tidak bisa dilakukan ilhq, maka dilakukan istimbat jama’i dengan
prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya. '

a. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama'

1. Penjelasan Umum
a) Yang dimaksud dengan kifab adalah kutub al-madzahib al-
arba'ah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai

dengan agidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

"' Zahro, Tradisi Intelektual NU, 122

12 http://khotimhanifudinnajib.blogspot.com/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-
none.html

" Hasil Keputusan Bahtsul Masail syuriyah PWNU JATIM di PP. Zainul Hasan Genggong
Probolinggo tanggal 26-28 Rabi’ul Akhir 1413/23-24 Oktober 1992


http://khotimhanifudinnajib.blogspot.com/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://khotimhanifudinnajib.blogspot.com/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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b) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara gawli adalah
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup
salah satu al-madzahib al-arba'ah.

c) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhaji adalah
bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah
penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab
empat.

d) Yang dimaksud dengan istinbath jamal7y adalah
mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawaid
ushuliyyah secara kolektif.

e) Yang dimaksud dengan gaw/ dalam refensi madzhab Syafi'i
adalah pendapat imam Syafi'i.

f) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama'
madzhab Syafi'i.

g) Yang diamaksud dengan tagrir jama'iy adalah upaya secara
kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara
beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.

h) Yang dimaksud dengan i/haq(ilhaqul masail bi nazhairiha)
adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan
kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab
(menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah

jadi).
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2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

a) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara gawli adalah
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup
salah satu a/-madzahib al-arba'ah.

b) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhaji adalah
bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah
penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab
empat.

c) Yang dimaksud dengan istinbath jama7y adalah
mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawaid
ushuliyyah secara kolektif.

d) Yang dimaksud dengan gaw/ dalam referensi madzhab
Syafi'i adalah pendapat imam Syafi'i.

e) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama'
madzhab Syafi'i.

f) Yang diamaksud dengan fagrir jama'iy adalah upaya secara
kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara
beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.

g) Yang dimaksud dengan ilhaq(ilhaqul masail bi nazhairiha)
adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan
kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab
(menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah

jadi).
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3. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum
1) Kerangka Analisa Masalah
Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka

Lembaga Bahtsul masail hendaknya mempergunakan

kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut :

a) Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau
dari berbagai faktor antara : ekonomi, politik, budaya,
sosial dan lainnya.

b) Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang
ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari
hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :
sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

c) Analisa Hukum (keputusan Lembaga Bahtsul Masail
tentang suatu kasus  setelah mempertimbangkan
latarbelakang dan dampaknya disegala bidang), disamping
mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga
memperhatikan hukum yuridis formal.

2) Prosedur Penjawaban
Keputusan Lembaga Bahtsul Masail dilingkungan

Nahdlatul Ulama  dibuat dalam kerangka bermadzhab

kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan

mengutamakan bermadzhab secara qawli. Oleh karena itu
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prosedur penjawaban masail disusun dalam urutan sebagai

berikut :

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat
kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana
terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat
tersebut.

b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat
kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka
dilakukan ‘tagrir jama'7y untuk memilih salah satu
pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah

dan/atau yang lebih kuat.

b) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan
keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat
diselesaikan dengan cara memilih :

1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-
Nawawi dan al-Rafi'i)

2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.

3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.

4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.

5) Pendapat ulama' yang terpandai.

6) Pendapat ulama' yang paling wara'.
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¢) Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-
ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.

Dalam kasus tidak ada pendapat yang
memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur
ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'ly oleh para
ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan
mulhaq, mulhagbih dan wajah ilhaq oleh mulhiq yang
ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq,
maka dilakukan istinbath jama'ly dengan prosedur
bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu
dengan mempraktekkan qawa'id wushuliyyah oleh
ahlinya.

Dari keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa
penyelesaian masail diniyyah waqi'iyyah dilingkungan
dan tradisi NU sedapat mungkin ditempuh dengan
bermadzhab secara gawli. Kemudian apabila cara itu
tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu kasus
masalah, maka ditempuh bermadzhab secara manhajiy.
Keputusan ini memang ditetapkan belum seberapa
lama, namun praktek dari keputusan sudah menjadi

tradisi dalam setiap pembahasan masail dikalangan
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masyarakat warga NU sejak tahun berdirinya 1926 dan
bahkan sebelumnya.
C. Hasil Putusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama’ terhadap
hukum aborsi
1. Hukum Aborsi

a. Abortus ialah penguguran kandungan Jesll Lliu

b. Hukum Abortus khilaf (berbeda pendapat) di antara para Ulama’:
1) Haram mutlaq baik sebelum Nafkhirruh (sebelum 120 hari

maupun sesudahnya)

2) Tafsil, haram sesudah nafkhirruh (sesudah 120 hari) dan boleh
sebelum nafkhirruh (sebelum 120 hari). Pendapat ini didukung
oleh antara lain:

a) Imam Ghazali.
b) Imam Ibnu Hajar.
¢) Imam Tajuddin As Subki dan Ulama’-Ulama’ Hanafiyah.

¢. Musyawirin memilih pendapat yang pertama (haram muthlaq)
kecuali dalam keadaan darurat)

d. Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak
mengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwanya atau
hampir binasa.

e. Pelaksanaan abortus sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan:

1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya

tindakan tersebut.
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2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenagan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung
jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli.

3) Pada sarana kesehatan tertentu.

4) Adapun abortus karena alasan indikasi sosial ekonomi, seperti
karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan
termasuk dosa besar.

5) Pendapat para ulama syafi’iyyah Mengenai hukum Aborsi
terbagi atas dua hal yaitu: (1) Dilakukan setelah peniupan Roh
dan (2) Dilakukan sebelum peniupan Roh.

Yang pertama aborsi dilakukan setelah peniupan Roh, para
Fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin
berusia empat bulan didalam perut ibunya. Karena pada usia itu
telah ditiupkan roh kepadanya sebagai mana hadits nabi SAW
yang artinya :
wa&dﬁfcwuﬁmjmfobgw}@évfbidl

zo) i SN A Lep &0 S e B 050 2l
H e o Ay alrly desy ), S5 SIS b ety
“Kejadian seorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya
selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari
kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Manakalah genap
empat puluh hari ketiga, berbahlah menjadi segumpal daging.
Kemudian Allah Ta’ala mengutus seorang malaikat untuk
meniupkan roh serta memerintahkannya supaya menulis
empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal
serta nasibnya, baik mendapat kecelakaan atau kebahagiaan.

'4 Fathul Bari, juz XI, 405, Syarah Shahih Muslim, juz XVI, 190
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Hadits lain yang artinya :
Anas bin Malik secara marfu’, “Allah Ta’ala mengutus
Malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, “Wahai Tuhan! [a
sudah berupa darah beku. Begitu juga setelah berlalu empat
puluh hari, Malaikat berkata lagi, Wahai Tuhan! la sudah
berupa segumpal daging. Apabila Allah Ta’ala membuat
keputusan untuk menciptakaannya menjadi manusia, maka
Malaikat berkata, Wahai Tuhan!/Orang ini akan diciptakan
menjadi  laki-laki  atau  perempuan?  Celaka  atau
bahagia?Bagaimana rezekinya serta bagaimana pula ajalnya?
Semuanya dicatat semasa dia berada di dalam perut ibunya.”
Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat karena
hukum dasarnya adalah bahwa membunuh jiwa yang
diharamkan secara syari’at tidak boleh hukumnya dengan
alasan apapun, karena Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang
benar....”
Apabila dihadapkan dengan dua alternatis atau masalah
yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka ia
harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit

resikonya dari yang lainnya. Sebagai mana qaidah figihiyah

yang berbunyi :

L“**“‘"\ NES, L2k =3 VBAads [p3las 13

artinya : Apabila terdapat dua hal yang merusak saling
bertentangan, maka harus dihindari yang lebih besar
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bahayanya, dengan melakukan yang lebih ringan
resikonya."
Jadi keselamatan ibu yang diutamakan dari pada nyawa
janinnya, dengan dasar pertimbangan :

1) Kehidupan ibu didunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan
janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup
daripada janinnya

2) Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya dari pada
mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu yang meninggal,
maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan,
terutama bayinya yang baru lahir. Tetapi kalau janinnya
yang  dikorbankan, maka resikonya lebih ringan
dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.

5) Yang kedua aborsi sebelum peniupan Roh atau sebelum 120
hari (4 bulan ), dalam hal ini para fugaha mazhab syafi’l
berbeda pendapat sebagai mana pendapat mereka yaitu :

a. Menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh kepadanya
hukumnya adalah boleh. Syaikh Qalyubi berkata ““ ya boleh
menggugurkannya walaupun dengan obat sebelum peniupan
roh pada janin”. Ar — Ramli juga berkata didalam Nihayah
Al — Muhtaj “ yang benar, diharamkan setelah peniupan roh

secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya.”

' Prof. Drs. H. Sa’ad Abdul Wahid, Majalah Suara Muhammadiyah . No.17/TH.ke.88/september
2003, 21.
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b. Ar — Ramli hukum menggugurkan janin sebelum peniupan
roh adalah boleh, sedangkan ketika usia janin sudah
mendekati waktu peniupan roh makruh hukumnya ini yang
dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al- jumal. Namun
pengguguran kandung yang sudah menjadi mudghah (
segumpal darah ) atau pada empat puluh hari sebelum
peniupan roh, hukumnya haram.

c. Imam Abu Hamid Al — Ghazali mengharamkan pengguguran
janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan
terus terang beliau mengatakan bahwa janin dengan segala
fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh, haram
untuk digugurkan.( kitab ihya ulumuddin )

Sebagian ulama ada juga yang menentukan batas
penyawaan adalah 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan
sebelum kandungan berusia 42 hari dan haram dilakukan
sesudahnya. Sebagai mana hadits Nabi SAW :

G A Oy Jly Ot il e 130 sk e g ade B Lo A o) can

Gy bt JB e i Lok g Ly g Leae Gl Lased e L

“}w olay M oSG g ola Lo sl 2 515l S

Artinya: Dari Hudzaifah bin Usaid ra berkata, Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apabila

nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka

Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya,
diciptakan pendengarannya, penglihatannya,
kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian
malaikat bertanya, ra Rabbi, laki-laki ataukah

' H.R. Muslim. Shahih muslim Hadits : 2645, jilid : 2, 550
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perempuan? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai
dengan kehendak-Nya, dan malaikat menulisnya,
kemudian dia bertanya, Ya Rabbi, bagaimana
ajalnya? Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan
yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya.
Kemudian ia bertanya, Ya Rabbi, bagaimana
rezekinya? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai
dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat
menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan
membawa lembaran catatannya, maka ia tidak
menambah dan tidak mengurangi apa yang
diperintahkan itu. ( H.R. Muslim. Shahih muslim)"’.

Namun dari beberapa pendapat itu mayoritas fuqaha
syafi’iyyah membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan
roh asal berdasarkan alasan yang kuat dan masuk akal, akan
tetapi jika tidak ada alasan yang masuk akal atau sebab yang
kuat maka tidak diperbolehkan.

2. Dalil-dalil yang diambil dalam memutuskan Hukum Aborsi

a. Dalam kitab Bughyatul Al-Mustaryidin, hal 246
(246 ) o pii gl sin
i 8 litaaagl wile Lo OL ) 3 olinl da o) bli) (3 ol o4
Sl & aad) e WA Calily gad) ey Y1 a £ te JUy Bl 30 LS 1))
o) smgr g e O) Lo O Lo V184S ga g o)) s dn asde (39 Lilkas
SO Az Ly o)) ad it By WL jagh Lo Jeb dessy IV s> YIS R
WVl g 5,50

Yang maksud dari ayat diatas yaitu haram hukumnya
mengugurkan janin yang sudah berupa alagotan/mudhoghotan

meskipun sudah ditiupkannya ruh.

7 maria ulfah anshor. Fikih aborsi. Hal : 100-101
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b. Dalam kitab Nihayatul Mukhtaj, jus 8 hal 443

(443) » (8) ¢ ¢ 1w

a3 ojlyry Lillas o))l 285 dny agE oie = ) Jly

Haram hukumnya mengugurkan janin secara mutlak,
setelah ditiupkannya ruh, dan boleh diperbolehkan sebelum
ditiupkannya ruh.

c. Dalam kitab Tuhfatul muhtaj hamid as-sirwani, jus 8 hal 241
241 2 (8) ¢ Blo2d puls et 2ad
L Ogieg Ble g29 4 #ol i ad Loy L Lo DY ol 3 152l (6 3)
Lty Gl mgogd Jiall Sla ade JS¥y o) oy slaall Y By a5y
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Ulama’ berbeda pendapat dalam hukum mengugurkan
janin, selagi belum mencapai batasan ditiupkannya ruh. Sedangkan
yang diunggulkan adalah haram

d. Dalam kitab Al-isbahu wa nadhori, hal 61
61 sladly olsy)

aLa‘j;-\ JJL'J = L:\Aj <3l Sa tro.h d.jj Lo (1 Ol o as jl; Ejjj{a_n
Diperbolehkannya mengkonsumsi perkara haram jikalau ada

sesuatu yang dhorurot.
. Pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Aborsi Akibat
Indikasi Medis Terhadap Hasil Putusan Bahstul Masail

Menganggapi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014
mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan hamil akibat pemerkosaan
telah sesuai dengan fatwa MUI. Aborsi menjadi tidak dilarang apabila

keberadaan si bayi mengancam keselamatan jiwa dan raga ibunya,
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dilakukan ketika usia kandungan si janin belum 120 hari. Akan tetapi,
dibolehkan sebelum usia kandungan 120 hari. Pendapat ini didukung
oleh antara lain: a) Imam Ghazali, b) Imam Ibnu Hajar, ¢) Imam
Tajuddin As Subki dan Ulama’-Ulama’ Hanafiyah. Para tokoh
menghukumi haram mutlak kecuali dalam keadaan darurat'®. Selain
itu adanya indikasi kedaruratan medis ataupun trauma akibat
permerkosaan harus benar bagi pelakunya.

Para tokoh Nahdlatul Ulama dalam putusannya menghukumi
tindakan aborsi haram mutlak. Pelaksaaan aborsi ini tidak serta merta
dilakukan, pelaksanaan aborsi diatur dalam pasal 32 ayat 1
menyebutkan aborsi dilakukan dengan Berdasarkan indikasi medis
yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, ditentukan tim
kelayakan aborsi, harus ada bukti indikasi pemerkosaan dari
keterangan ahli, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenagan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan
tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli,
adapun aborsi karena alasan indikasi sosial ekonomi, seperti karena
banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa

besar.

18 Wawancara bersama KH. Ramadhan Khatib selaku Mantan Ketua LBM NU, di Universitas
Raden Rachmad Panjen Malang, tanggal 25 Desember 2014



